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Abstract: Subjects in any transaction constitute the most important 
element of  the transaction processes that make such transaction valid and 
better. They shape muamalah transaction legally valid and reliable. Any 
other element depends on subjects who make transaction. Conditions 
and requirements of  an object within a particular transaction fall within 
subjects’ authority to determine. Likewise, terms and conditions in 
transaction is also contingent upon subjects who make such transaction. 
Subjects also determine how transaction will be carried out and how to 
justify it. This means that the position of  subject from the beginning of  
any muamalah transaction to the end of  the transaction is paramount. 
This article examines the domination of  subjects in Islamic transaction 
and their position in making such transaction valid and reliable. 
Keywords: subjects of  transaction, istinbaí, muamalah transaction
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Abstrak:  Subyek transaksi menempati posisi penentu untuk membentuk 
transaksi yang lebih sempurna. Subyek akad menjadi unsur penting 
yang dapat membentuk transaksi muamalah menjadi sah demi hukum 
dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan penetapan unsur lain tidak 
lepas dari subyek akad yang menentukannya. Penetapan persyaratan 
terhadap objek transaksi menjadi wilayah hak prerogatif  bagi subyek 
untuk menetapkannya. Ketentuan serta persyaratan-persyaratan dalam 
peristiwa ìjab dan qabùl tidak lepas dari subyek akadnya. Belum lagi 
dengan berbagai persyaratan pembentuk dan pengabsah sebuah transaksi, 
semuanya tidak bisa lufut dari subyek akad di dalamnya. Artinya pengaruh 
Subyek akad dalam transaksi muamalah jauh lebih besar daripada 
pngaruh unsur-unsur lainnya. Tulisan ini akan melakukan penyelidikan 
lebih mendalam terhadap dominasi dan siginifikasi dari subyek akad itu 
dalam membentuk transaksi muamalah menjadi sempurna.
Kata kunci: subyek akad, istinbaí, transaksi muamalah  
____________________________________________________
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A. Pendahuluan
 Kesempurnaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan manusia seperti 
yang banyak dideklarasikan oleh ulama klasik maupun kontemporer adalah 
harus memiliki dua dimensi yang saling terkait, yaitu dimensi spiritual dan 
dimensi sosial. Dimensi pertama mengindikasikan adanya hubungan vertikal 
antara hamba dengan Allah swt. dan disempurnakan oleh dimensi kedua yang 
menandaskan adanya hubungan baik antar sesama manusia. Ibadah ritual baik 
mahýah maupun sunnah merupakan contoh kongkrit yang dapat dijadikan 
umat Islam sebagai sarana untuk menjalin hubungan baik dengan Allah swt.1 
Sedangkan kegiatan muamalah seperti transaksi-transaksi yang mencerminkan 
sikap saling membutuhkan antar satu dengan lainnya menjadi aktivitas yang 
tidak bisa ditinggalkan oleh umat Islam untuk  dijadikan sebagai teknis dalam 
memproduk hubungan baik antar sesama manusia.2
Transaksi muamalah dapat terlaksana dengan baik dan benar menurut 
aturan syariah tidak lepas dari rukun serta persyaratan yang harus terpenuhi 
di dalamnya. Masing-masing rukun (unsur) yang yang dimaksud memerlukan 
syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk transaksi. Tanpa 
adanya syarat-syarat dimaksud, rukun tersebut tidak dapat membentuk 
transaksi. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-
syarat terbentuknya transaksi (sharí al-in'iqàd). Adapun rukun pertama, para 
1Aktivitas ritual seperti yang disebutkan di atas menurut al-Gazali adalah sebagai wujud 
akhlak manusia dengan Tuhannya karena menurutnya akhlak lebih mengarah pada sebuah sifat 
yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa 
pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Lihat al-Gazali, Ihyà `Ulùmiddìn (Bairut: Dàr al-
Ma'àrif, 1994), h. 46. Bandingkan Ibnu Maskawaih, Tahdzìbul Akhlàk (Bairut: Dàr al-Ma'àrif, 1995), h. 
56.  Pengertian yang tidak jauh berbeda dapat dilihat dalam Sidik Tono, dkk, Ibadah dan Akhlak dalam 
Islam (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 87. 
2Dimensi kedua yang memberikan rekomendasi untuk mempererat hubungan antar sesama 
manusia itu harus dilakukan dengan kesanggupan kaum agniyak untuk membagikan sebagaian harta 
kekayaan kepada kaum miskin. Hal ini persis yang dideklarasikan oleh Asghar Ali Enginer, yaitu 
kaum kaya harus memberikan bantuan kepada kaum lemah sebagai realisasi dari makhluk sosial 
yang tetap peduli terhadap kekurangan orang lain. Sebaliknya kaum lemah harus berada dalam posisi 
penerima pemberian dari kaum agniya (kaya). Untuk memperkuat teori di atas bahwa Al-Qur`an 
sebagai sumber hukum, telah jelas mengharamkan kekayaan itu beredar hanya pada kaum agniya 
saja. Dimana harta yang dimiliki sesungguhnya terdapat bagian bagi orang-orang yang meminta dan 
orang-orang yang tidak berkecukupan. Asgar Ali Enginer, Islam dan Teologi Pembebasan, terj. Agung 
Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 99.  Lihat juga Qs. al-Zariyat (51) ayat 19. Dukungan 
terhadap sikap prihatin kaum agniyà' (kaya) dapat   direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan 
berupa zakat, infaq, dan sedeqah agar dapat meminimalisir kesenjangan status ekonomi yang telah 
berkembang dalam masyarakat. Terutama bagi kaum miskin yang betul-betul tidak mampu secara 
ekonomi akibat dari persaingan hidup yang terlalu sulit.
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pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya transaksi, yaitu (1) tamyìz, 
dan (2) berbilang (al-ta'addud). Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus 
memenuhi dua syarat juga, yaitu (1) persesuaian ijab dan kabul dengan kata 
lain tercapainya kata sepakat, dan (2) kesatuan majlis transaksi. Sedangkan 
rukun ketiga, yaitu obiyek transaksi, harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) 
obiyek itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) obiyek 
itu dapat ditransaksikan. Rukun ke empat memerlukan satu syarat, yaitu tidak 
bertentangan dengan syara`.3  
 Dalam banyak literatur fiqh al-Islam telah disebutkan bahwa syarat yang 
dapat membentuk sebuah transaksi dalam praktik muamalat dapat dikategorikan 
menjadi delapan syarat,4 yaitu: tamyìz, berbilang pihak (al-ta'àddud), persesuaian 
ijab dan kabul (al-muwàfaqah), kesatuan majelis transaksi, obyek transaksi 
dapat diserah terimakan, obyek transaksi dapat ditentukan, obyek transaksi 
dapat ditransaksikan (artinya benda bernilai dimiliki), dan tujuan transaksi 
tidak bertentangan dengan syara.5 Syarat-syarat yang telah disebutkan di atas 
merupakan syarat pokok yang satu dengan yang lainnya tidak boleh tidak ada 
karena sangat mempengaruhi terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan. 
Apabila syarat pokok ini tidak terpenuhi maka tidak pernah terjadi transaksi 
dalam pengertian bahwa transaksi tidak memiliki landasan yuridis syar`i 
sedikitpun. Dalam hukum Islam akad yang tidak memenuhi delapan syarat itu 
lazim disebut sebagai transaksi yang batal. Sebalikya, jika suatu transaksi itu 
dilaksanakan dengan delapan syarat yang membentuknya seperti yang telah 
diuraikan di atas, maka transaksi dapat terbentuk dengan sendirinya.
Delapan syarat itu juga menjadi substansi dasar yang dapat melegalkan 
semua teknis atau bentuk transaksi dalam praktik muamalat. Kebebasan 
dalam memilih bentuk transaksi tidak cukup dengan melihat kondisi tertentu 
dari personal seseorang, tetapi lebih dari itu harus memenuhi kriteria rukun 
3Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari`ah,Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah 
( Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2007), h. 98. 
4As-Sanhuru, Mashàdir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islàmì (Kairo: Ma'had ad-Diràsàt al-Arabiyyah al-
'Àliyah, 1956), jilid IV, h. 134.
5Misalnya transaksi-transaksi yang mengandung unsur riba maupun garàr, penipuan dan 
seterusnya. Adapun contoh kecinya dapat diamati dari transaksi bai' al-inah dimana menurut 
pandangan mazhab Maliki dan Hambali adalah tidak sah. Jual beli inah adalah seseorang yang 
menjual barang miliknya kepada seorang pembeli secara utang, kemudian pada waktu itu juga 
penjual membeli kembali barang tersebut dari pembeli tadi secara tunai dengan harga lebih murah. 
Syamsul Anwar, Hukum ..., h. 98.  
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maupun syarat yang sempurna. Pentingnya memperhatikan rukun dan 
syarat terbentuknya sebuah transaksi seperti yang telah digambarkan di atas 
merupakan dasar yang mengakibatkan status transaksi yang dilakukan menjadi 
yuridis syar`i. Artinya semua bentuk transaksi bisa saja dilakukan dan tetap 
ternilai sah jika sebelumnya dipenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna. 
B. Kriteria Subyek Akad dalam Penentuan Keabsahan Akad
Kata kriteria yang berarti tolok ukur sebagaimana yang telah dijelaskan 
pada sub bab sebelumnya dapat memberikan suatu gambaran bahwa segala 
aktivitas hukum di dunia ini tidak bisa lepas dari subyek. Di samping sebagai 
penyempurna  juga menjadi dasar sahnya sebuah transaksi muamalah. Dalam 
banyak hal para fuqaha menetapkan syarat suatu transaksi. Pertama disebut 
sebagai  sharí al-nafadz.6 Artinya segala perbuatan hukum, mulai yang teringan 
sampai yang terberat sekalipun tidak dapat terbentuk kecuali harus dilengkapi 
dengannya. Kedua disebut fuqahà sebagai sharí al-shari7atau nama lain dari 
sebutan ini adalah syarat yang harus dimiliki oleh unsur-unsur yang terkandung 
dalam perbuatan hukum itu. Maksudnya bahwa segala unsur yang terkandung 
dalam transaksi muamalah masing-masing memiliki syarat tertentu. Termasuk 
di dalamnya adalah subyek hukum atau pelaku transaksi muamalah.          
Menurut hukum perdata, subyek hukum adalah segala sesuatu yang 
mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak 
dan kewajiban menurut hukum. Lebih jauh Algra menyebutkan bahwa subyek 
hukum itu setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan 
wewenang hukum (rechtsbevoegheid), sedangkan pengertian wewenang hukum 
itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Karena itu, 
setiap manusia baik warga negara Indonesia maupun negara Asing menurut 
undang undang perdata adalah subyek hukum. Manusia yang dimaksud dapat 
dijadikan sebagai subyek hukum dari semenjak lahir sampai meninggal dunia. 
6Sharí nafadz adalah hal-hal penting yang dapat membentuk transaksi muamalah. Adapun 
hal yang dimaksud seperti yang dijelaskan oleh Alì Khafìfì dalam Kitabnya Ahkàm al-Muàmalat al-
Shar`iyyah, yaitu kebebasan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dapat dilakukan 
oleh seseorang yang sekurang-kurangnya berusia tamyiz, kesatuan majlis, kedua belah pihak harus 
benar-benar mengetahui perkara yang ditransaksikannya. Lihat `Alì Khafìfì, Ahkàm al-Muàmalat al-
Shar`iyyah (Kairo: Dàr al-Fikr al-Araby, 2007), h. 188.     
7Ibid., h. 191-195.
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Subyek hukum dalam pertimbangan hukum terbagi menjadi dua, yaitu 
manusia dan badan hukum. Secara yuridis ada dua alasan manusia dapat 
dijadikan sebagai subyek hukum, yaitu pertama, manusia mempunyai hak-hak 
subyektif. Kedua memiliki kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban. 
Dalam kapsitasnya sebagai subyek hukum tidak semua orang bisa dijadikan 
sebagai subyek hukum meskipun ia sebagai sumber diberlakukannya hak 
dan kewajiban. Di samping itu, karena tidak semua manusia cakap untuk 
melakukan tindakan hukum. Manusia seperti ini tergolong sebagai orang yang 
belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan orang tua walinya, 
dan seorang wanita yang bersuami.8 Manusia yang tergolong cakap melakukan 
tindakan hukum itulah yang berhak dijadikan sebagai subyek hukum dan dalam 
pertimbangan hukum mereka tergolong sebagai orang dewasa.9
Selain manusia terdapat juga badan-badan hukum yang bisa dijadikan 
sebagai subyek hukum. Sebagaimana layaknya manusia sebagai subyek 
hukum, badan hukum juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti 
manusia dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Artinya segala persoalan 
yang diakibatkan dari aktivitas yang dilakukan oleh pengurus badan hukum 
dapat dipertimbangkan secara hukum. Bisa menggugat juga bisa digugat, 
tetapi sangat tergantung dari bentuk badan hukum serta aktivitas hukum 
yang dilakukannya. Misalnya badan hukum publik yang melanggar perbuatan 
hukum. Di antaranya Propinsi dengan Propinsi lain, antara satu Negara dengan 
Negara lain, dan Kabupaten dengan Kabupaten lain. Begitu juga dengan badan 
hukum yang berbentuk hukum perdata bisa mengajukan gugatan atau digugat 
karena penyelewengan hukum yang dilakukannya seperti yayasan A dengan 
yayasan B, antara  koperasi C dengan koperasi D, PT dengan CV.
Sementara dalam perspektif  hukum Islam,  subyek hukum itu lazim disebut 
mahkùm ‘alaih yang berarti orang yang telah dianggap cakap untuk melakukan 
perbuatan hukum. Tetapi dalam banyak literatur fiqh, pelaku hukum atau 
mahkùm ‘alaih itu adalah semua manusia terlepas kondisinya menempati posisi 
8Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330, mereka yang oleh hukum telah 
dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah: pertama, orang yang belum 
dewasa. Kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit 
ingatan, dan orang boros. Ketiga, orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin). Lihat Kitab 
Undang Undang Hukum  Perdata Pasal 1330. 
9Ibid., Pasal 2.
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anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Dalam bahasa fiqh orang yang 
dipertimbangkan untuk melakukan hukum disebut sebagai mukallaf.10
Mukallaf atau subyek hukum atau pelaku hukum ialah orang yang dituntut 
oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya diperhitungkan berdasarkan 
tuntutan Allah. Jelasnya mukallaf adalah orang-orang yang dibebani hukum.11 
Para ulama ilmu ushul mengatakan bahwa mahkum ‘alaih adalah mukallaf yang 
dituntut oleh hukum untuk suatu perbuatan. Jadi mukallaf itu merupakan definisi 
lain dari mahkum ‘alaih. Meski terdapat di dalamnya perbedaan bahwa mukallaf 
itu merupakan nama dari batas minimal usia seseorang dapat dikatagorikan 
sebagai mahkum ‘alaih. Sedangkan mahkum ‘alaih sendiri berarti subyek hukum 
yang harus memiliki sharí mukallaf. 
Dalam ilmu Uêul Fiqh, mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu 
bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun 
larangan-Nya. Semua yang berkaitan dengan seluruh aktivitas mukallaf memiliki 
implikasi hukum, dan karenanya harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia 
maupun di akhirat. Secara istilah, mukallaf adalah seorang manusia yang mana 
perlakuannya itu bergantungan dengan ketentuan shàri’ atau hukumnya.12 
Kemampuan untuk melakukan taklif  hukum tidak semudah membalik telapak 
tangan melainkan mahkùm ‘alaih tersebut memiliki kompetensi yang relevan 
sekaligus sebagai syarat untuk menghantarkannya sebagi pelaku hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Menurut ulama Uêul Fiqh bahwa syarat atau 
kompetensi seseorang dapat dikenai taklìf atau sebagai predikat mukallaf harus 
memiliki dua syarat sebagaimana yang dijelaskan berikut.13
 Pertama, orang tersebut harus mampu memahami dalil taklif. Karena 
taklif  itu adalah khitàb, sedangkan khitàb orang yang tidak memiliki akal dan 
tidak faham itu jelas tidak mungkin (لامح). Kemampuan memahami itu hanya 
dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami dan menemukan 
10Dalam paradigma hukum, mereka juga disebut subyek hukum. Adapun Mukallaf  secara 
bahasa adalah berbentuk ism al-maf ’ùl dari fi’il al-màdli “kallafa” (َف َّلَك), yang bermakna membebankan. 
Maka, kata mukallaf berarti orang yang dibebani hukum. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan 
mahkùm alaih dengan “orang mukallaf, karena dialah yang perbuatannya dihukumi untuk diterima 
atau ditolak, dantermasuk atau tidak dalam cakupan perintah dan larangan. Lihat Amir Syarifuddin, 
Usul Fiqh (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), Jilid, 1, h. 356. 
11 Ibid., h. 256.
12 Muhammad Hasbi Ash Siddiqy, Filsafat Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 
h. 203.
13 Syarifuddin, Usul..., h. 356-357.
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ide (كاردلإا). Hanya saja akal itu adalah sebuah perkara yang abstrak (ةيفلخا). Maka 
al-Syâri’ sudah menentukan batas taklìf dengan perkara lain yang jelas dan 
berpatokan (طبضنم) yaitu sifat baligh seseorang. Sifat baligh itu adalah tempat 
pemikiran akal yaitu mengetahui baik, buruk, manfaat, dan bahaya. Maka 
orang yang gila dan anak kecil tidak termasuk mukallaf  karena tidak memiliki 
kemampuan akal yang mencukupi untuk memahami dalil taklìf.14
Kedua, calon yang dijadikan sebagai subyek hukum atau mahkùm alaih itu 
harus memiliki kemampuan yang memadai dalam bertindak hukum. Dalam 
ranah Uêul Fiqh disebut sebagai ahliyah (ةيلهأ). Menurut termenologinya bahwa 
ahiyyah itu adalah kepatutan seseorang untuk kepatutan dalam memiliki 
segala hak dan kewajiban terutama dalam mempraktikkan tarnsaki muamalah. 
Mencermati kondisi ini para ulama ushul fiqh membagi sifat ahliyah itu menjadi 
dua, yaitu ahliyah wujûb dan ahliyyah ada`.15
Penetapan kemampuan dalam taklif   hukum dengan mahkùm ‘alaih 
atau subyek hukum itu harus dewasa/mukallaf seperti yang telah dijelaskan 
dimuka didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi mereka, terutama 
pertanggungjawaban secara matang terhadap akibat transaksi yang telah 
dikerjakannya. Artinya kalau pertimbangan hukum tidak memihak pada 
ketetentuan itu, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum 
menjadi tidak valid. Selain itu, pertimbangan hukum dari akibat yang 
dilakukannya oleh subyek itu menjadi tidak jelas. Semua  itu ditetapkan oleh 
syara` bukan semata-mata membebani manusia di luar batas kemampuannya. 
Tetapi semuanya didasarkan pada kebaikan dunia dan akhirat bagi pelaku 
hukum itu sendiri.
Ketentuan mengenai kemampuan seseorang dalam mengkondisikannya 
sebagai subyek hukum dalam hukum Islam terutama dalam transaksi 
14Ada hadis yang menjelaskan bahwa orang tidur, orang lupa, pingsan, mabuk  tidak dapat 
melakukan perbuatan hukum kecuali betul-betul dalam kondisi normal. Bunyi hadis itu adalah sbb; 
 دوواد وبأو يراخبلا هاور )قيفي يتح نونجلما نعو ملتيح يتح يبصلا نعو ظقيتسي يتح مئانلا نع :ثلاث نع ملقلا عفر
 .)ينطقرادلاو ةجام نباو ئاسنلاو يذمترلاو
Diangkat pembebanan hukum dari tiga (orang); orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai bàlig, 
dan orang gila sampai sembuh. Lihat al-Amidy, al-Ihkàm fi Uêùl al-Ahkàm (Mesir: Mu'assah Al-Risàlah, 
t.th.), h. 115, 216. 
.)ينابرطلاو ةجام نبا هاور( هل هركتساامو نايسنلاو أطلخا نع تيمأ عفر
Beban hukum diangkat dari umatku apabila mereka khilaf, lupa dan terpaksa. Muhammad Abu 
Zahrah, Ushul..., h. 529.
15 Abdul Wahhàb Khallàf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 
195
206     |     Dominasi Subyek Akad dalam Istinbath Hukum Transaksi Muamalah
, Jurnal Hukum Islam
mu’amalah tidak didasarkan pada usia yang dimilikinya. Tetapi lebih didasarkan 
pada kecerdasan dan terhitung bàlig dengan tanda-tanda fisik seperti  yang telah 
digambarkan oleh fuqahà'. Sedangkan usia merupakan tolok ukur bagi subyek 
hukum yang belum mengalami tanda-tanda bàlig seperti ihtilàm bagi laki-laki 
dan haid bagi wanita.16 Karena itu, tidak heran kalau kemudian para fuqahà' 
melontarkan setatemen yang berbeda dalam menentukan ukuran baligh dan 
cerdasnya seseorang melalui usia.
Menurut mayoritas fuqaha bahwa dewasanya seseorang dapat diukur 
dari usianya yang telah menginjak 15 (lima belas) tahun.17 Sedangkan ahli-ahli 
hukum Mazhab Hanafi menetapkan kedewasaan seseorang dengan usia yang 
telah disandangnya adalah 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh 
belas) tahun bagi wanita.18 Di lain kitab dijelaskan bahwa Mazhab Hanafi 
mentapkan bahwa usia anak sehingga dapat diklaim dewasa dan mampu dalam 
melaksanakan taklif  hukum jika memasuki usia 18 (delapan belas) tahun dan 
memasuki 19 (sembilan belas) tahun.19
Menurut fuqaha lain menetapkan bahwa ihtilam itu terjadi di saat seseorang 
berusia  sembilan, sepuluh, dan dua belas tahun.20 Setetmen ini diperkuat oleh 
as-Sharakhsi yang menyatakan bahwa usia 12 tahun, anak sudah mengalami 
inzal (keluar mani) maka dipastikan seorang tersebut telah mengalami ihtilam.21 
Berbeda dengan al-Mawardi bahwa kedewasaan anak tidak cukup hanya diukur 
dengan kondisi balighnya tetapi harus diukur dengan kematangannya dalam 
16 Menurut mayoritas/jumhur ulama bahwa kriteria baligh itu ada tiga, yaitu (1) anak telah 
bermimpi sehingga mengeluarkan air mani ملاتحا, baik laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid 
bagi anak perempuan, (3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun. Lihat Al Imam Jalaluddin 
al Mahalli dan Jalaluddin as Suyuti, Tafsir al Quran al Karim, Juz I, (Beirut: Dar al Fikr, 1998),98 dan 
Wahbah al Zuhaili,Ushul Fiqh al Islami., 121. Bandingkan dengan Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir (Beirut: 
Dar al-Kutb al-`Ilmiyyah,1999), VIII, 47. 
17Ibid., VI, 343.
18 Al-Kassani, Bada`i` as-Sana`i’ Tartib asy-Syara`i` (Beirut: Dar Ihya` at-Turats al-`Arabi,  1998), 
172. 
19 Ibnu al-Jauzi, at-Tahqiq fi Ahadith al-Khilaf (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1415 H), II, 
203.
20 Hal itu diperkuat dengan setetmen yang dilontarkan oleh Imam Abu Hanifah dengan 
memberikan batasan usia baligh minimal, yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun 
(kriteria baligh bagi laki-laki yaitu ihtilam (mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga), 
keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, usia minimal 12 tahun dan atau menghamili) dan 
bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya sudah haid). Lihat Abu ‘Abdillah 
Muhammad bin Ahmad al Qurtubhi, al Jami’  li Ahkam al Quran(Beirut: Dar al Fikr, t.th.), V, 37.
21 As-Sarakhsi, al-Mabsuh (Bairut: Dar al-Ma`rifah, t.th.), 162. 
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bertindak (al-rushd).22 Lebih jauh al-Mawardi menyatakan bahwa al-rushd berarti 
kemampuan bertindak secara tepat (istinbat al-haqq).23
Menurut Imam Malik, batasan umur bàlig bagi laki-laki dan perempuan 
adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. 
Tiga batasan balig ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau 
dipenuhi oleh si anak. Al Qurtubi dan al-Dardiri  lebih terinci lagi bahwa mazhab 
Malikiyyah memberikan kriteria bàlig ada tujuh macam. Lima bagi laki-laki 
dan perempuan, sedangkan yang dua macam khusus bagi perempuan.24 Setiap 
orang pada hakikatnya bisa menjadi subyek hukum. Tetapi tingkat kevalidan 
terhadap perbuatan hukum yang dikerjakannya berbeda-beda. Misalnya ulama 
membagi keahlian seseorang melakukan tindakan hukum berdasarkan tingkat 
kemampuannya dalam pertimbangan hukum Islam. Hirarki kemampuan 
orang melakukan tindakan hukum diawali dengan konsep ahliyyah al-wujùb. 
Ia merupakan sifat dari kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang 
menjadi haknya tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban. Dasar 
adanya kecakapan ini adalah adanya kehidupan.25
Para ulama ushul fiqh membagi ahliyyat al-wujùb ini menjadi dua bagian: 
pertama, ahliyyat al-wujùb al-nàqiêah  (ةصقانلا بوجولا ةيلهأ), yaitu: ketika seseorang 
masih berada di dalam kandungan ibunya. Janin dianggap memiliki ahliyyat 
al-wujùb yang belum sempurna karena hak-hak yang harus diterimanya belum 
dapat menjadi miliknya secara sempurna sebelum ia lahir ke dunia dengan 
selamat. Terdapat empat macam hak seorang janin yang masih di dalam 
kandungan, yaitu hak keturunan ayahnya. Hak warisan dari pewarisnya yang 
meninggal dunia, wasiat dan harta wakaf  yang ditujukan kepadanya. Sedangkan 
22 Al-Mawardi, al-Hàwi..., h. 49.
23 Al-Fayyumi, al-Misbàh al-Munìr (Beirut: al-Maktabah al-`Ilmiyyah, t.th.), I, h. 227.
24 Kriteria bàlig khusus bagi perempuan adalah (1) haid, dan (2) hamil. Sedangkan kriteria baligh 
yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah (1) keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, 
(2) tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan (3) tumbuhnya rambut di ketiak, (4) indra penciuman 
hidung menjadi peka, dan (5) perubahan pita suara. Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria bàlig 
tersebut tidak muncul, maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 
17 tahun memasuki usia 18 tahun. Lihat Ibn Abidin, Hashiyah Radd al Mukhtàr `ala Dàr al Mukhtar, 
Jilid V (Mesir: al Bàbi al Halabì, t.th.), h. 107.
25 Kecakapan semacam ini menurut ulama fiqh disebut “ةمذ”, yaitu suatu sifat yang secara hukum 
menjadikan seseorang dapat bertindak dan menerima kewajiban tertentu. Untuk menentukannya 
adalah berdasarkan sifat kemanusiaannya (ةيناسنإ) yang tidak dibatasi umur, bàlig atau tidak, cerdas 
atau tidak. Semenjak seseorang dilahirkan dan hidup di dunia sampai meninggal dunia, ia telah 
memiliki sifat kecakapan ini. Kecakapan ini akan hilang apabila nyawanya hilang atau meninggal 
dunia.
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ahliyyah yang kedua adalah ahliyyat al-wujùb al-kàmilah (ةلماكلا بوجولا ةيلهأ), yaitu 
kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai 
ia dinyatakan berakal walaupun masih kurang sempurna. Pada periode ini, 
seseorang telah menerima kewajiban-kewajiban tertentu, seperti kewajiban 
untuk menjaga harta orang tuanya, kewajiban agama yang berkaitan dengan 
hartanya seperti zakat, dan kewajiban membayar ganti rugi yang diambil dari 
hartanya apabila ia telah merusakkan harta orang lain.
Selain itu, ada juga yang disebut sebagai ahliyyat al-adà`, yaitu sifat 
kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk 
mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif  
maupun yang bersifat negatif. Jika ia mengerjakan perbuatan yang dituntut 
shara’, maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban, sehingga ia diberi pahala. 
sedangkan apabila ia melanggar tuntutan shari’, maka ia berdosa.26 Ulama Uêul 
Fiqh juga membagi kecakapan ini menjadi dua. Pertama,  ahliyyàt al-`adà`al-
nàqiêah (ةصقانلا  ءادلأا  ةيلهأ) yaitu, ketika seseorang masih kecil sampai dengan 
mencapai masa bàlig dan berakal secara sempurna. Pada periode ini tindakan 
atau perbuatan hukum seseorang dalam hal-hal tertentu dianggap sah, seperti 
transaksi-transaksi yang semata-mata menguntungkan. Kedua, ahliyyah al-
`ada` al-kamilah (ةلماكلا ءادلأا ةيلهأ) yaitu, periode di mana seseorang telah bàlig dan 
berakal sempurna. Pada periode ini seluruh tindakan atau perbuatan hukum 
seseorang harus dipertanggungjawabkan, baik melaksanakan tuntutan shara’ 
maupun meninggalkanya di dunia maupun di akhirat. Transaksi-transaksi 
yang dilakukannya juga mengikat secara sempurna. Perpindahan seseorang 
dari periode sebelumnya menuju periode ini ditandai secara fisik, bagi laki-laki 
apabila telah mimpi basah dan bagi wanita apabila telah haid.
C. Urgensi Subyek Akad dalam Pra Proses Transaksi 
 Dalam proses melakukan transaksi, tidak kalah penting untuk dibahas, 
yaitu persiapan-persiapan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang 
akan melangsungkan transaksi. Adapaun yang paling utama dan terutama 
adalah substansi dasar yang membentuk nama sebuah transaksi, apakah jual 
beli, barter, sewa menyewa, ijarah, hutang piutang, dan lain-lain. Karena itu, 
melengkapi substansi dasar, sangat mempengaruhi dari teknis atau bentuk 
transaksi yang akan dipraktikkan. Salah satu tahap yang terpenting adalah 
26 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih 1( Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997), h. 308.
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mengaktifkan konsep al-'ahd (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya 
dengan kemauan orang lain. Selain  pengertian di atas perjanjian juga dapat 
diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.27 Berbeda dengan Poerwadarminta 
dalam bukunya Kamus bahasa Indonesia bahwa perjanjian adalah persetujuan 
(tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana 
berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.28
Definisi-definisi itu dapat dirangkum bahwa al-ahd (perjanjian) merupakan 
suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan 
seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan 
tertentu.29 Maksiud dari semua definisi tersebut mengindikasikan bahwa 
perjanjian yang dilangsungkan dapat mengikat orang yang menyatakannya untuk 
melaksanakan janjinya itu. Dari terminologi perjanjian yang telah dikemukakan 
di atas tampaknya  bersifat umum dan berpotensi adanya perkembangan dalam 
penentuan suatu perjanjian baik teknis maupun bentuknya. Dengan demikian, 
seluruh kegiatan yang bersifat kemu`amalahan bebas untuk dilakukan oleh 
manusia. Tetapi melirik perjanjian perspektif  Islam memiliki batasan-batasan 
tertentu, dimana kebebasannya hanya sebatas koordinir dari al-Quran maupun 
sunnah. Seperti yang diformulasikan oleh Allah dalam al-Quran, sebagai 
berikut:
 ينقتلما بيح للها نإف ىقتاو هدهعب ىفوأ نم ىلب
“Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menempati janji yang dibuatnya dan 
bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”30
 Dari ayat di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa perjanjian apapun bebas 
dilakukan oleh manusia, asalkan perjanjian tersebut dapat dipertanggungjawabkan 
baik di hadapan mitranya maupun di hadapan Allah swt. Karena itu, menepati suatu 
perjanjian merupakan azas mutlak yang tidak boleh ditinggalkan apalagi kendali 
awal yang harus dipersiapkan adalah ketaqwaan, sehingga syarat sahnya sebuah 
27 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum (Semarang: CV. Aneka, 1977), h. 248.
28 WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 402. 
29 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam ( Jakarta: Sinar 
Grafika, 2004), h. 1. 
30 QS. Àli Imran (3) ayat: 76. 
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perjanjian sangat penting untuk diperhatikan agar seluruh kegiatan sosial yang 
diawali dengan perjanjian awal itu tidak keluar dari nilai-nilai syari`at.31 Sebuah 
transaki yang dipraktikkan oleh personal tidak cukup sebatas menepati janji, tetapi 
harus dibuktikan dengan sikap ketaqwaan kepada Allah. Sikap takwa yang dimaksud 
adalah masing-masing pihak merasakan ringan ketika melaksanakan transaksi-
transaksi yang sesuai dengan yuridis syar`i. Sebaliknya para pihak merasakan berat 
kalau perjanjian yang dilakukannya itu menyimpang dari doktrin agama.
Selain menentukan jenis maupun bentuk transaksi, para pihak dituntut 
secara hukum untuk melengkapi persyaratan-persyaratan tertentu agar 
transaksi muamalah yang akan dilaksanakan dapat melahirkan akibat hukum 
yang berkesianmbungan. Artinya para pihak sebagai subyek transaksi harus 
memenuhi kriteria awal, seperti yang diungkapkan oleh Imam Jalaluddin 
al-Hanafi yaitu minimal tamyiz.32 Karena transaksi muamalah dikehendaki 
adanya pertanggungjawaban dari kedua belah pihak. menurut pertimbangan 
hukum bahwa anak yang berada di bawah usia tamyiz dihawatirkan tidak dapat 
mempertanggungjawabkan transaksi muamalah yang akan dilakukannya. 
Bahkan pendapat yang lebih ekstrim bahwa para pihak atau subyek akad yang 
dapat dikatakan sempurna untuk melakukan tindakan hukum adalah telah 
menginjak usiabalig.33Balig yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah balig 
secara fisik (telah bermimpi basah) dan balig secara psikologi (dewasa). 
Dalam kondisi ini para pihak sebagai subyek akad sangat urgen dalam 
menentukan keabsahan dari suatu transaksi. Karena tujuan dari sebuah 
transaksi dalam konteks ini lahirnya pertanggungjawaban masing-masing 
pihak sehingga akibat maupun dampak hukum yang terjadi dapat ditanggung 
sendiri. Artinya jika anak yang di bawah usia tamyiz atau balig melanggar 
31 Secara umum syarat sahnya perjanjian menurut Sayyid Sabiq adalah pertama, keberadaan 
perjanjian yang disepakati tidak menyalahihukum sayri`ah. Kedua, harus sama ridha dan ada 
pilihan. Ketiga, harus jelas dan gambalng. Persoalan  mengenai hukum syara`, lebih jauh Sayid 
Sabiq menjelsakan bahwa segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, 
sekalipun seribu syarat. Lihat Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Ali Gufran (Bandung:  Mizan, 1987) jilid 
11, h. 178-179.     
32 Imam Jalaluddin al-Hanafi, Al-Mugni  fi Uêul Fiqh (Makkah: Umm al-Qurra, 1403 H), h. 369.
33 Menurut mayoritas/jumhur ulama bahwa kriteria baligh itu ada tiga, yaitu (1) anak telah 
bermimpi sehingga mengeluarkan air mani ملاتحا, baik laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid 
bagi anak perempuan, (3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun. Lihat al-Imam Jalaluddin 
al Mahalli dan Jalaluddin al-Suyùíì, Tafsìr al Quràn al Karìm, Juz I, (Beirut: Dàr al Fikr, 1998), h. 98 dan 
Wahbah al-Zuhailì,Uêul al-Fiqh al Islàmi...., h. 121. Bandingkan dengan Al-Mawardi, al-Hàwi al-Kabìr 
(Beirut: Dàr al-Kutub al-`Ilmiyyah,1999), VIII, h. 47.
 Zaenudin Mansyur     |     211
Vol. 14, No. 2,  Desember 2015
hukum maka siapa yang akan mempertanggungjawabkannya.34 Pihak penegak 
hukum dapat dipastikan kelabakan karena jika anak tersebut harus dipidana 
tentu konsideran Undang Undang perlindungan anak akan membela agar anak 
terbebas dari kasus hukumnya.35 Secara hukum syara` diratifikasi oleh orang 
tuanya juga menjadi problem karena secara materil hukum tidak bersalah. 
Masalahnya kasus pelanggaran hukum tadi dilakukan oleh anaknya apalagi 
kalau para pihak tidak mensyaratkan hal tersebut sebagai dasar pelaksanaan 
transaksi maka transaksi yang akan dilaksanakannya sangat dipengaruhi oleh 
kriteria pihak yang disepakati ketika akan mengeksekusinya. 
Penetapan pihak pelaku transaksi tidak hanya terbatas pada persyaratan 
biologi saja melainkan harus adanya prinsip kejiwaan yang aman. Seseorang 
yang akan melakukan transaksi harus terjamin keamanannya, tidak merasa 
tertekan serta tidak adanya semacam teror oleh pihak manapun. Begitu juga 
tidak merasa terpaksa ketika kedua belah pihak melakukan transaksi dengan 
pihak lain. Kebebasan memilih dan memilah mitra transaksi menjadi agenda 
penting untuk mengimplementasikan kondisi aman bagi pihak yang melakukan 
transaksi.36 Keamanan pelaku transaksi dari berbagi jenis ancaman setidaknya 
dapat   mempengaruhi suksesi kegiatan transaksi muamalah sesuai dengan 
aturan syar`i.
Semua persyaratan yang telah ditetapkan bagi pelaku transaksi di atas 
setidaknya memberikan gambaran bahwa subyek akad merupakan faktor yang 
sangat urgen dalam menentukan sah tidaknya transaksi yang dilakukannya. 
Urgensi lainnya tampak jelas ketika bebas menentukan objek, tujuan, jenis 
transaksi, keuntungan-kerugian, dan semua faktor yang mendukung keabsahan 
transaksi muamalah tersebut.37 Berbeda halnya dengan unsur-unsur lainnya 
34 Dalam hal ini Abdul Qadir Audah menjadi tidak salah tentang kewaspadaannya 
dalam menentukan kriteria anak sebagai subyek hukum. Menurutnya bahwa anak yang bisa 
mempertanggungjawabkan transaksi yang dilakukannya minimal usia tamyiz. Lihat Abdul Qadir 
Audah, Al-Tashrì` al-Jinà Al-Islàmì (tt.p., Muasasah al-Risàlah, t.th.), h. 601.
35 Konsideran pertimbangan munculnya Undang Undang Perlindungan Anak no 23 tahun 
2002 pada butir D.  Bandingkan dengan Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia (Bandung: PT. Citra 
Aditya Bhakti, 2003), h. 3
36 Dalam kebebasan ini lazim disebut sebagai khiyar, yaitu suatu aktivitas mu`amalah yang 
mendukung keridhaan para debitur. Sebab debitur sendiri memperlama transaksi sesuai dengan 
seleranya terhadap obyek perikatan, baik dalam majlis maupun syarat. Lihat Rahmat Syafi`i, Fiqh 
Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 104
37 Meskipun debitur diberikan kesempatan untuk berpikir dan memilih tetapi harus dibatasi 
dengan waktu seperti yang diformulasikan oleh Imam Malik bahwa khiyar tidak boleh diberikan 
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meskipun di satu sisi sama-sama faktor penentu legalitas transaksi. Namun 
unsur selain subyek sangat terbatas dalam proses penentuan keabsahan pra 
proses transaksi. Misalnya objek yang nota benenya memiliki persyaratan harus 
halal, tidak najis, dapat dipindahmilikkan, dapat ditakar adalah hasil kesepakatan 
kedua pelak pihak. Semua persyaratan tersebut bisa jadi tidak dapat dijadikan 
sebagai persyaratan pra proses jika kedua belah pihak dari pelaku transaksi 
tersebut tidak menyepakatinya.                         
D. Pengaruh Subyek Akad dalam Proses Transaksi
 Pada umumnya semua aktivitas yang berkaitan dengan aspek sosial 
seperti pelaksanaan transaksi tidak lepas dari pengaruh subyek. Semua jenis 
serta bentuk  transaksi muamalah merupakan produk dari keterlibatan pihak-
pihak yang melakukan transaksi. Artinya seluruh kegiatan proses transaksi 
bisa berjalan secara berkesinambungan dengan mencapai legalitas yang dapat 
dipertanggungawabkan. Dengan demikian, ada beberapa kajian penting yang 
menyebabkan pengaruh subyek akad dalam penerapan proses transaksi, 
misalnya objek transaksi, ijàb qabùl, dan tujuan akad.38 Kedua aspek ini di 
samping sebagai rukun lain dari transaksi juga menjadi kajian penting untuk 
melihat sejauh mana pengaruh subyek atau pelaku dalam menentukan legalitas 
dari proses transaksi.   
 Pada prinsipnya tidak ada yang menyangkal bahwa objek merupakan unsur 
terpenting dalam pembentukan transaksi setelah adanya subyek. Bagaimanapun 
kuat dan sistematisnya sebuah akad perjanjian namun tanpa adanya objek maka 
akan melahirkan transaksi yang sia-sia. Bahkan tidak tanggung-tanggung dapat 
menimbulkan saling gugat menggugat antara pelaku yang satu dengan pelaku 
lainnya. Permusuhan  tidak hanya terjadi di level bawah namun  lebih dari itu 
tidak sedikit yang menyelesaikannya di meja persidangan/peradilan. Objek yang 
dimaksud adalah telah memiliki persyaratan yang sempurna seperti yang telah 
ditegaskan oleh Musíafa Muhamad Zarqà, yaitu pertama, telah ada pada waktu 
terlalu lama melewati batasan khiyàr yang telah ditentukan atau membatasi khiyar dengan sesuatu 
yang tidak jelas, seperti menyaratkan khiyar turunnya hujan atau sampai datangnya seseorang. 
Pernyatan Imam Maliki ini didukung oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar 
yang artinya “ seorang laki-laki membeli seekor unta dari laki-laki  lainnya, dan ia mensyaratkan 
khiyar selama empat hari. Rasulullah membatalkan jual beli tersebut dan melanjutkan sabdanya 
khiyar adalah tiga hari”. Lihat Ala'uddìn al-Kàsànì, Bada'i` al-Ëanà'i` fi Tartìb Shara` (Mesir: Syirkah 
al-Maktubah, tt), juz v, h. 174.
38 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian..., h. 98.
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akad diadakan, obyek perikatan disyaratkan telah ada ketika akad dilangsungkan 
dan sesuatu yang belum berwujud tidak boleh dijadikan obyek akad. Hal ini 
disebabkan karena sebab akibat hukum akad tidak mungkin bergantung pada 
sesuatu yang belum ada. Kedua, dapat menerima hukum akad/dibenarkan oleh 
syariah, obyek dari perikatan merupakan barang/jasa yang dibenarkan oleh 
syariah untuk ditransaksikan, dan sesuatu yang tidak dapat menerima hukum 
akad tidak dapat menjadi obyek akad. Ketiga, dapat ditentukan dan diketahui, 
obyek akad harus diketahui dengan jelas fungsi, bentuk dan keadaannya 
oleh para pihak. Keempat, dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, obyek 
harus dapat diserahterimakan secara nyata untuk benda berwujud atau dapat 
dirasakan manfaatnya untuk obyek berupa jasa, serta obyek tersebut benar-
benar di bawah kekuasaan yang sah dari pihak yang berakad. Obyek ini telah 
wujud, jelas dan dapat diserahkan pada saat terjadinya akad.39
 Dari sekian syarat objek yang dapat membentuk akad tersebut 
nampaknya tidak ada alasan jika tidak diakomodir dalam hal penyempurna 
kebasahan transaksi. Namun bagaimanapun kekuatan syaratnya seperti yang 
telah dijelaskan di muka tentu masih tetap dalam kendali subyek. Artinya objek 
yang telah mapan itu bisa saja berbeda dengan persyaratan-persyaratan yang 
telah ditawarkan oleh ulama fiqh. Misalnya syarat wajib, yaitu dapat diserahkan 
pada saat proses transaksi dilaksanakan.40 Persyaratan keempat tersebut menjadi 
kabur karena transaksi zaman dahulu berbeda dengan transaksi sekarang. 
Transaksi lama hanya butuh pada kehadiran para pihak serta objeknya dalam 
satu majelis maka sangat wajar kalau kemudian ditetapkan sebagai persyaratan 
pembentuk akad sehingga klaim tidak sah maupun tidak sempurna menjadi 
suatu kewajaran yang harus dihormati. Berbeda halnya dengan kondisi modern 
saat ini yang tidak perlu membutuhkan kehadiran kedua belah pihak dalam 
pelaksanaan transaksi, karena kualitas serta kuantitas objek transaksi dapat 
dilihat melalui jasa online, face book, chatting, dan media-media sosial lainnya 
sehingga wajar kalau kemudian perubahan konsep dalam penetapan istinbaí 
hukumnya menjadi tidak sama. 
39 Al-Zarqà, al-Fiqh al-Islàm fi Thaubih al-Jadid (Damaskus: Matba` Alif  Ba` al-Adib, 1967-
1968), jilid I, h. 312 dalam Faragraf  145; Wahbah al-Zuhailì, al-Fiqh al-Islàmi wa Adillatuh, cet. ke 3 
(Damaskus: Dàr al-Fikr, 1989), IV, h. 94.
40 Syamsul Anwar, Hukum ..., h. 98.
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 Perbedaan situasi dan kondisi  sangat menentukan produk hukum 
menjadi berubah.41 Kondisi klasik dengan perangkat metode yang digunakannya 
menjadi berbeda ketika dibenturkan oleh kondisi yang modern.42 Karena itu, 
tidak salah kalau kemudian kedua belah pihak menyepakati interpretasi kesatuan 
majlis itu tidak hanya menghadirkan objek secara langsung di tempat transaksi 
tetapi dengan menggunakan internet secara online juga dapat diklaim sebagai 
kesatuan majelis meskipun jarak antara satu pihak dengan pihak lain berjauhan 
seperti Jakarta dan Mataram. Pertimbangan yang terpenting adalah kedua belah 
pihak sepakat mengenai teknis serta masing-masing puas dengan segala proses 
transaksi yang dilakukan maka sangat wajar bila mengklaim subyek akad atau 
para pihak sangat dominan sebagai penentu berlanjut tidaknya sebuah transaksi 
muamalah.
 Pengaruh subyek akad atau para pihak tidak hanya berpengaruh dalam 
aspek penentuan objek transaksi, namun terjadinya ijàb qabùl dalam proses 
transaksi juga sebagai aspek lain yang merepresentasikan bahwa prakarsa 
subyek akad sangat dominan. Pandangan jumhur ulama yang menjelaskan 
bahwa ijab kabul merupakan ungkapan perasaan atas persetujuan dan kerelaan 
masing-masing pihak yang melakukan transaksi, meskipun sikap rela itu tidak 
bisa diukur oleh hal-hal yang bersifat zahir.43 Namun adanya sikap saling percaya 
antara kedua belah pihak cukup menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa 
transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka.   
 Nampaknya subyek akad menurut pandangan jumhur ulama di muka 
adalah faktor yang sangat dominan dalam menentukan sah dan batalnya 
suatu transaksi perjanjian maupun perikatan. Ketiadaan salah satu dari kedua 
belah pihak setidaknya transaksi yang dilakukannya menjadi gugur demi 
hukum. Sementara itu, transaksi bisa tetap berjalan kalau diwariskan kepada 
keluarganya, namun hal itu perlu dicatat bahwa proses transaksi subyek 
sebelumnya hanya berlaku bagi kedua belah pihak itu. Berbeda halnya kalau 
41 Sedemikian pentingnya kedudukan tujuan dan perkembangan keinginan manusia sangat 
relevan dengan kondisi zaman yang mengitarinya. Lihat Joseph Schacht, An Inttroductian to Islamic 
Law (Oxford : University Press, 1996), h. 1. Bandingkan Abd. Salam Arief  , Pembaharuan Hukum Islam 
antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut (Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 1.
42 Mustafa Zaid, al-Maêlahah fi al-Tasyrì` al-Islàm wa Najamuddìn al-Íùfì (Bairut: Dàr al-Fikr, 
1954), h. 127-132. bandingkan dengan Husain Hamid, Naîariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islàmi (Kairo: 
Dàr al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), h. 529.
43Harjono Prodjodikoro, Azas Azas Hukum Perjanjian (Bandung: Sumur Bandung, 1973), h. 
29.
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diwariskan itu tentu sikap dan perasaan yang dibawa akan berbeda sehingga 
wajar kalau ulama mengklaimnya sebagai akad transaksi baru meskipun 
meneruskan transaksi yang lama. Rangkain perjalanan proses sampai pada 
tahapan penetapan legalitas transaksi di atas memberikan sebuah gambaran 
bahwa subyek akad atau para pihak benar-benar memberikan kontribusi besar 
terhadap perkembangan model transaksi yang dilakukan oleh mayarakat. 
 Bukti lain yang cukup memperkuat pandangan tentang klaim pengaruh 
subyek akad yang dominan dalam keberlanjutan transaksi adalah kontroversial 
pandangan Imam Abu Hanifah yang memfokuskan rukun transaksi adalah 
ijab kabul saja bukan subyek dan objek. Artinya perlu menjadi sebuah catatan 
bahwa pernyataan Imam Abu Hanifah tersebut bukan berarti subyek dan objek 
itu ditiadakan sama sekali namun ia lebih mengklaisifikasikan rukun itu saja 
menjadi dua kategori rukun pokok dan rukun luar pokok. Rukun pokok itu 
adalah ijab dan kabul saja sementara subyek dan objek itu adalah unsur luar 
pokok. Dengan demikian, nampak jelas bahwa adanya ijab kabul tidak lepas 
dari unsur subyek karena ungkapan perasaan serta persetujuan yang dapat 
dipertanggungjawabkan terungkap secara verbal dari pelaku transaksi atau 
subyek hukum.44 Menurut penulis pandangan yang telah dilontarkan oleh 
Imam Abu Hanifah di atas bukan mengurangi kekuatan pengaruh dari subyek 
akad dalam melanjutkan proses transaksi malah sebaliknya dapat memperkuat 
prosesnya secara utuh.               
E. Peran Subyek Akad dalam Pasca Proses Transaksi 
 Urgensi serta pengaruh subyek akad tidak hanya dominan sebagai 
pembentuk pra proses dan tahap proses transaksi, namun manfaatnya 
nampak jelas ketika menyentuh ranah pasca proses. Dalam hal ini, sah dan 
batalnya sebuah transaksi tetap menjadi peran prioritas dari subyek akad yang 
melaksanakannya. Dengan demikian, tidak salah kalau kemudian diklaim 
44Secara substansial, kedua pandangan ulama di atas, baik jumhur fuqaha dan Hanafi, 
tidaklah berbeda karena ahli hukum mazhab Hanafi yang menyatakan rukun transaksi hanyalah 
ijab dan kabul saja, mengakui bahwa tidak mungkin adanya transaksi tanpa adanya para pihak yang 
membuatnya dan tanpa ada obyeknya. Perbedaan tersebut hanya terletak pada cara pandang saja. 
Tidak menyangkut substansi dari transaksi. Padangan kedua ulama tersebut dapat digabungkan 
oleh ulama modern semisal az-Zarqa` dengan menyatakan baha keempat unsur transaksi yang telah 
dikemukakan di atas adalah dinamakan unsur transaksi dan salah satu unsur transaksi itu adalah 
rukun transaksi, yaitu ijab dan kabul. Jadi, az-Zarqa` menyebutkan empat unsur transaksi, yaitu para 
pihak, obyek transaksi, tujuan transaksi, dan rukun transaksi (ijab dan kabul). Al-Zarqa`, al-Fiqh al-
Islàm..., h. 313.
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bahwa pasca proses juga wilayah yang sangat menentukan berlanjut tidaknya 
transaksi tetapi semuanya atas prakarsa dari kedua belah pihak yang melakukan 
transaksi. Salah satu pihak bisa saja membatalkan transaksi yang sudah mapan 
asalkan pihak lainnya menyetujui. Sebaliknya salah satu pihak tetap meneruskan 
transaksi yang dilakukan tetapi pihak lainnya tetap menyetujui maka transaksi 
tersebut harus dilaksanakakan sampai berakhir.     
 Dalam wilayah pasca proses, kedua belah pihak memiliki hak45 dan 
kewajiban masing-masing46 dalam rangka melihat sejauhmana peran subyek 
akad atau para pihak itu dapat mensukseskan transaksi yang telah disepakatinya. 
Artinya kedua belah pihak merasa terikat dengan transaksi yang telah 
dilaksanakannya setelah adanya hak dan kewajiban yang harus diembannya. 
Karena pernyatan tersebut persis dengan apa yang diampaikan Mustafa Az 
Zarqa kedua belah pihak menjadi terikat sebagai keadaan dimana sesorang 
diwajibkan menurut hukkum syara’ untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu bagi kepentingan orang lain.47
 Keterikatan yang masksud dapat terselesaikan tatkala kewajiban dan 
hak tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Taruh misalnya 
dalam ranah transaksi jual beli, dimana kedua belah pihak memiliki hak dan 
kewajiban yang harus diemban. Kewajiban seorang penjual adalah merelakan 
serta menyerahkan barang miliknya kepada pembeli meskipun sebelumnya 
merasa berat untuk dipindahmilikkan. Sementara itu, pihak pembeli wajib 
menyerahkan sejumlah uang pembayaran sesuai kesepakatan pada saat proses 
tarnsaksi dilaksanakan meskipun berat untuk merelakan sejumlah uangnya 
45Kata hak berasal dari kata bahasa Arab ”haqq” yang memiliki beberapa makna. Di antaranya 
hak yang lazim dimaknai sebagai “ketetapan” atau “kewajiban”. Hal ini bisa dipahami dari firman 
Allah dalam al-Quran surat al-Anfal ayat 8. atau dalam Qs. Yunus ayat 35. Sedangkan menurut istilah 
hak memiliki pengertian yang luas menurut fuqaha. Menurut ulama kontemporer semisal Ali Khofif  
menyatakan bahwa hak adalah sebuah kemaslahatan yang dimiliki secara syar`i. Sedangkan menurut 
Mustafa al-Zarqà bahwa hak adalah sebuah keistimewaan yang dengannya syara` menetapkan 
sebuah kewenangan (otoritas) atau sebuah beban (taklif ). Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adilatuhu 
(Damaskus: Dàr al-Fikr, 1989), jilid IV, h. 9.    
46Secara termenologi wajib berarti sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk 
dilaksankan oleh orang mukallaf, dan apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah, 
sebaliknya jika tidak dilaksanakan diancam dengan dosa.  Kebiasaan yang berlaku dalam al-Qur`an 
dapat diketahui dari khitab al-Quran kepada manusia berupa perintah yang harus dilaksanakan, 
misalnya perintah untuk melaksanakan pelaksanaan akad dengan sempurna.Pengertian wajib di sini 
dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh  yang Satria Efendi, M. Zain, Uêul al-Fiqh 
( Jakarta: Kencana, 2008), h. 43.
47 Ghufran A. Mas`adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, cet 1 ( Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 
2002), h. 34.  
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diserahkan kepada penjual. Apabila kedua belah pihak bertahan untuk tidak 
melaksanakan kewajiban masing-masing maka transaksi akad akan menjadi 
batal meskipun telah melewati tahap pra proses dan tahap proses  yang 
sempurna.48
 Selanjutnya peran para pihak atau subyek akad nampak jelas ketika 
menyentuh ranah penerimaan hak masing-masing. Hak seorang penjual dalam 
transaksi jual beli adalah menerima sejumlah bayaran yang telah disepakati 
saat melakukan proses  transaksi. Pembayaran bisa fleksibel asalkan kedua 
belah pihak menyepakati serta menunjukkan sikap suka sama suka antar kedua 
belah pihak sehingga muncul teknis cicil maupun dicash tergantung keinginan 
masing-masing. Sementara itu, hak bagi pembeli adalah menerima dengan 
tulus barang yang telah dipilihnya saat melakukan transaksi. Hal ini bisa terjadi 
jika kedua belah pihak menghendaki terjalinnya silaturrahim antar satu dengan 
lainnya. Artinya kedekatan seseorang akan nampak dari aktivitas yang pernah 
dilakukannya. Jika ia pernah berkhianat atau melakukan garàr dalam transaksi 
jual beli itu, maka tidak segan-segan hukum yang akan menjeratnya.      
Ketentuan mengenai peran penting dalam melanjutkan maupun 
membatalkan transaksi yang telah disepakati merupakan perwujudan dari 
syarat subyek akad memiliki iràdah al-munfaridah atau kehendak bebas. Artinya 
kedua belah pihak bebas menentukan siapa mitra yang digandeng dan bebas 
menetapkan jenis transaksi yang dilaksanakannya. Syarat ini tidak bisa hanya 
diikrarkan dalam lisan melainkan harus terhunjam juga dalam bathin. Artinya 
perikatan yang akan dilaksanakan wajib adanya kesesuaian kehendak nyata 
dengan kehendak batin.49 Jika kehendak lisan menyatakan setuju atau sepakat 
begitu juga halnya dengan batin. Jika kedua hal ini bertolak belakang maka 
dapat dipastikan keredaan di kemudian hari akan terciderai. Dalam kondisi ini 
para pihak harus mengadakan kehendak murni dan tulus. Apabila  kehendak 
para pihak tidak murni atau dengan kata lain cacat sehingga perizinan yang 
diberikannya tidak sempurna, meskipun sudah lahir secara sah, perikatan 
para pihak dapat dibatalkan.50  Kehendak murni dimaksudkan agar terwujud 
kehendak yang dinyatakan secara bebas dan dalam suasana yang wajar serta 
48 Tindakan menyelesaikan transaksi sebelum berakhir secara sempurna sering disebut sebagai 
terminasi akad. lihat Syamsul Anwar, Perjanjian Syari`ah..., h.135.   
49 Harjono Prodjodikoro, Azas Azas Hukum Perjanjian (Bandung: Sumur Bandung, 1973), h. 
29.
50 Yahya Harhap, Segi Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1982), h.25.
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tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang menyesatkan pertimbangan dan 
merusak kehendak para pihak.51
F. Kesimpulan 
Subyek akad merupakan salah satu unsur yang membentuk terjadinya 
transaksi muamalah. Tanpa adanya subyek akad dapat dipastikan bahwa 
transaksi tidak akan berjalan meskipun unsur-unsur lain telah eksis sesuai 
kriteria dan persyaratan yang sangat lengkap. Unsur-unsur lainnya seperti 
objek dan ijab kabul turut memberikan pengaruh kuat dalam membentuk 
status transaksi muamalah menjadi sah maupun batal. Kekuatannya terbatas 
ketika mencermati dominasi subyek akad dalam menentukan dan menetapkan 
keberlangsungan transaksi muamalah. Hal ini nampak ketika mencermati 
peran dan urgensinya dalam tahapan transaksi, yaitu pra proses, proses, dan 
pasca proses sebagaimana gambaran kesimpulan berikut ini. 
Pertama, dalam tahapan proses urgensi dari subyek akad memberikan 
kejelasan tentang dominasinya terhadap pembentukan akad menjadi sah 
maupun batal. Penetapan mitra transaksi merupakan aktivitas awal untuk 
ditentukan oleh subyek akad yang akan melakukan transaksi. Karena 
subyek akad bebas menentukan siapa saja yang akan menjadi mitranya agar 
keberlangsungan transaksi tetap terjamin. Sedangkan penetapan objek yang 
akan dijadikan transaksi menjadi tahapan berikutnya yang ditetapkan oleh 
sibjek akad sehingga nampak bahwa sangat ia sangat berperan penting dalam 
pembentukan transaksi. 
Kedua, subyek akad sangat berpengaruh dalam penentuan transaksi 
yang sempurna. Kesepakatan dalam meneruskan maupun membatalkan 
transaksi muamalah adalah salah satu wilayah yang menyebabkan subyek 
akad lebih berpengaruh dari unsur lainnya. Selain itu, aktivitas ijab dan kabul 
yang mempresntasikan persetujuan subyek akad. Ucapan yang muncul dari 
penawaran merupakan prakarsa dari subyek akad. Begitu juga ucapan yang 
mempersentasikan kata-kata permintaan juga dilakukan oleh subyek akad. 
Artinya semua aktivitas yang terjadi selama proses transaksi berlangsung tidak 
lepas dari pengaruh atau dominasi subyek akad. 
51 Al-Sanhuri, Nazariyyah al-`Aqd (Beirut: Dàr al-Fikr, tt.), h. 182.
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Ketiga, peran subyek akad tidak bisa dinafikan ketika menyentuh ranah 
pasca proses. Lahirnya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak setelah 
terjadinya transaksi menjadi bukti kongkrit dari subyek akad itu betul-betul 
berperan terhadap keberlangsungan transaksi yang disepakati. Pihak satu 
berkewajiban untuk menyerahkan objek transaksi sedangkan pihak lainnya 
menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran. Begitu juga dalam menerima 
hak, yang satu berhak menerima barang sedang yang lainnya berhak menerima 
pembayaran yang telah disepakati pada saat proses transaksi. Semua prosedur 
serta persyaratan yang terjadi dalam tahap pasca proses, subyek akad tetap 
menjadi pemeran utama dalam mensukseskan transaksi.                           
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